Pohuwato, (tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya permohonan) 
Kepada Yang Terhormat
Ketua Pengadilan Negeri Marisa
di –
       Pohuwato

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
(NAMA PEMOHON/SUAMI), bertempat tinggal di (alamat Pemohon), sebagai Pemohon I;
(NAMA PEMOHON/ISTRI), bertempat tinggal di (alamat Pemohon), sebagai Pemohon II;
Dengan ini mengajukan permohonan pencatatan perkawinan terlambat atas alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Para Pemohon memohonkan Penetapan pencatatan perkawinan terlambat yang belum memiliki Akta Perkawinan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama, maka harus dinilai Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena Para Pemohon beragama (agama Para Pemohon), sehingga Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan ini;
4. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon, oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, sehingga Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa permohonan ini;
5. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama (agama Para Pemohon) pada tanggal (tanggal perkawinan) di (nama wilayah dan/atau tempat melangsungkan perkawinan) dihadapan (nama pemuka agama yang melangsungkan perkawinan);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, namun Para Pemohon sejak melangsungkan perkawinannya hingga saat ini belum pernah melaporkan perkawinan tersebut dengan alasan (jelaskan alasan perkawinan tidak dicatatkan);
7. Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, tidak ada hal yang dilanggar menurut prinsip norma agama dan norma sosial, serta untuk tertib administrasi, oleh karenanya permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;
8. Bahwa apabila Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan permohonan ini, berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon akan melaporkan Penetapan atas permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
9. Bahwa apabila Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan permohonan ini, Para Pemohon akan membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Marisa, terkhusus Hakim pemeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang telah dilaksanakan secara agama (agama Para Pemohon) pada tanggal (tanggal perkawinan) di (nama wilayah dan/atau tempat melangsungkan perkawinan) dihadapan (nama pemuka agama yang melangsungkan perkawinan) sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk mendaftarkan perkawinan terlambat Para Pemohon setelah Para Pemohon telah melaporkan penetapan ini;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
Atau apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hormat saya,

(Tanda tangan Pemohon di atas meterai 10.000 diberi tanggal pada meterai)

(Nama Pemohon I)



(Nama Pemohon II)
       
Halaman 1 dari (total halaman) halaman Permohonan Pendaftaran Perkawinan Terlambat atas nama Pemohon I (Nama Pemohon I) dan Pemohon II (Nama Pemohon II)
